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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU 
 

NOMOR      7     TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  BERAU, 
 

Menimbang : a. bahwa  dengan telah ditetapkannya Undang-Undang               
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali 
jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi 
Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Berau ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat  Nomor  3  Tahun  1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat  II  di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953                  
Nomor  9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan 
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820) ; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32              
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia  Tahun 2009  
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5060) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5078) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161) ;  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II 
Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) ; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran 
Daerah Kabupaten Berau  Tahun 2008 Nomor 9) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU 

 
dan 

 
BUPATI BERAU 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  PELAYANAN 

KESEHATAN. 
 

BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 
1. Daerah adalah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan                      

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia                 
Tahun 1945. 
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3. Bupati adalah Bupati Berau. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. 
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan 

oleh tenaga medis dan atau paramedis atau tenaga lainnya pada dinas 
kesehatan, puskesmas, klinik bersalin dalam rangka observasi, pengobatan, 
perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik, pelayanan perizinan dan 
pelayanan administratif lainnya. 

8. Pusat Kesahatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah 
UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan baik upaya 
kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan dasar yang mencakup wilayah tertentu termasuk Puskesmas 
Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes yang diselenggarakan secara 
rawat jalan maupun rawat inap. 

9. Klinik Bersalin UPTD Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya kesehatan 
perorangan khususnya kesehatan ibu dan anak. 

10. Laboraturium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah  
UPTD Dinas Kesehatan yang menyelenggara  pemeriksaan penunjang medik 
maupun non medik. 

11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, 
pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa 
memerlukan menginap. 

12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien observasi, diagnosa, pengobatan, 
rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan 
menginap. 

13. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan sesegera mungkin 
untuk mencegah atau menanggulangi resiko kecacatan dan atau kematian. 

14. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang diagnosa dan 
terapi. 

15. Pelayanan Ambulan adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan 
alat transportasi yang dilengkapi dengan perlengkapan standar yang digunakan 
secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), 
mengevakuasi penderita/korban dan merujuk pasien. 

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana secara langsung 
maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka 
observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan, 
rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 

17. Unit Cost (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung dan tidak langsung yang 
dikeluarkan setiap pemberian pelayanan. 

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pembayaran atas pelayanan kesehatan yang telah diterima baik oleh orang 
pribadi atau badan. 

19. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau. 

20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Badan. 

21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi 
daerah. 
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22. Wajib Retribusi adalah  orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang – undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam melaksanakan Pungutan Retribusi. 

26. Jasa adalah  kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau badan. 

27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan / atau denda. 

32. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangka. 

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan. 

 
BAB  II 

 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK  RETRIBUSI 

 
Pasal  2 

 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut  Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah. 

 
Pasal  3 

 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan                        

di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,             
rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang 
sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
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(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan 
pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, 
BUMD dan Pihak Swasta. 

 
Pasal  4 

 

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi adalah pasien yang tidak mampu yang 
mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, 
pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan 
oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana. 

 
BAB III 

 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 5 

 
Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. 
 

BAB  IV 
 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
 

Pasal  6 
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang 
digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan. 
 

BAB  V 
 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 
 

Pasal  7 
 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas 
pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.    

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, 
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

 
BAB  VI 

 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal  8 

 
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum 
dibawah ini : 
 
 


